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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kendala Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang tidak 

membayarkan upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan  Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Surat Keputusan 

Gubernur DIY SK.No.370/KEP/2012 Tentang Upah Minimum Propinsi 

adalah: 

a. Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang tidak mengetahui 

jika ada peraturan yang mewajibkan perusahaan dilarang untuk 

membayarkan upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum. 

b. Tidak ada pelamar pekerjaan yang menuntut pembayaran upah sesuai 

dengan upah minimum. 

c. Jenis pekerjaan yang dipekerjakan di Perusahaan Penambangan Pasir 

Nando Gemilang mayoritas adalah pekerjaan yang membutuhkan 

fisik. 

Penyelesaian dari kendala yang dihadapi Perusahaan Penambangan 

Pasir Nando Gemilang adalah: 

a. Secara prinsip setiap warga negara dianggap tahu hukum, asas ini 

dikenal dengan Asas Fictie Hukum. Sehingga tidak ada alasan tidak 

mengetahui Undang-Undang tersebut, karena ketidaktahuan bukan 

alasan pemaaf. 
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b. Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang lebih membuka diri 

kepada pelamar kerja dengan membuka lowongan pekerjaan yang 

sesuai dengan memperhatikan kualifikasi perusahaan dan tingkat 

pendidikan, dan dapat juga memberi informasi kepada masyarakat luas 

bahwa mereka siap merekrut untuk dijadikan pekerja sesuai kualifikasi 

perusahaan dan tingkat pendidikan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, diharapkan peran pemerintah 

melalui Depertemen Tenaga Kerja dan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi dapat lebih dimaksimalkan dalam hal sosialisasi, pengawasan, 

dan pemberian sanksi terhadap perusahaan yang tidak menerapkan upah 

sesuai dengan upah minimum. Hal ini sangat penting karena dimaksudkan 

agar kesejahteraan pekerja/buruh maupun bagi keluarga dari pekerja/buruh 

dapat terpenuhi. 

Selain itu bagi pihak perusahaan atau pengusaha agar mengubah cara 

pandang mereka terhadap pekerja/buruh yang selama ini mengira karena 

keterbatasan pendidikannya tidak mampu bekerja dengan baik. Sedangkan 

bagi pekerja diharapkan untuk terus meningkatkan kemampuan mereka dan 

tidak malu karena keterbatasannya agar perusahaan tidak ragu untuk mereka 

merekrut mereka.  
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